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PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XXI/2023 PERIHAL 
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG 7 TAHUN 2017 TENTANG 
PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 
 

16 OKTOBER 2023 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, pukul 12.50 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah 
Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi 
Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 
1945) dalam Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023. Dalam Sidang Pengucapan 
Putusan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023, perwakilan DPR RI dihadiri secara 
virtual oleh jajaran di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU Pemilu dalam perkara Nomor 55/PUU-
XXI/2023, diajukan oleh Erman Safar (Wali Kota Bukit Tinggi Periode 2021-
2024), Pandu Kesuma Dewangsa (Wakil Bupati Lampung Selatan Periode 2021-
2026), Emil Elestianto Dardak (Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024), 
Ahmad Muhdlor (Bupati Sidoarjo Periode 2021-2026), Muhammad Albarraa 
(Wakil Bupati Mojokerto Periode 2021-2026). Dalam hal ini memberikan kuasa 
kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. dan Munatshir Mustaman, S.H., M.H., para 
advokat dari Kantor Hukum Bungaran & Co. dalam hal ini bertindak baik 
bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai Para 
Pemohon.  
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C. PASAL/AYAT UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap 
Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang berketentuan sebagai berikut: 

 
Pasal 169 huruf q UU Pemilu 

“Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: 
q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;” 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal a quo dianggap Para Pemohon bertentangan dengan 28D ayat (1) 
dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah 
merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para 
Pemohon.  
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
[3.14] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama permohonan para 
Pemohon, menurut Mahkamah, masalah pokok yang harus dipertimbangkan dan 
dinilai konstitusionalitasnya adalah norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang 
menurut para Pemohon dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat 
(2) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena ketentuan Pasal 169 huruf q UU 
7/2017 mengatur syarat usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden 
adalah 40 (empat puluh) tahun, padahal usia para Pemohon di bawah 40 (empat 
puluh) tahun. Syarat usia minimal demikian mengakibatkan para Pemohon 
terhalang untuk maju sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. 
Sementara di sisi lain para Pemohon mendalilkan mempunyai pengalaman 
sebagai penyelenggara negara, in casu kepala daerah, di mana kepala daerah 
menurut para Pemohon mempunyai kesamaan dengan Presiden dalam hal 
keduanya adalah penyelenggara negara di wilayah/bidang eksekutif. 

[3.15] Menimbang bahwa terkait dengan pengujian konstitusionalitas norma 
Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dalam perkara a quo, Mahkamah telah mengadili 
dan memutus permohonan pengujian konstitusionalitas norma yang sama dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang kemudian dikutip 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, yang keduanya 
diucapkan pada persidangan sebelumnya, bertanggal 16 Oktober 2023, 
Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: 

[3.20] Menimbang bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan perkara a 
quo, apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mengecualikan norma 
persyaratan batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden 
yang meskipun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, 
namun merupakan persoalan konstitusional, sehingga penentuannya tidak 
diserahkan kepada pembentuk undang-undang sebagaimana yang 
didalilkan para Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut:  

Pertama, pengaturan persyaratan calon Presiden dan calon Wakil 
Presiden, termasuk mengenai batas usia minimal sebagaimana telah 
diuraikan risalah pembahasan persyaratan Presiden dalam Sub-Paragraf 
[3.18.2] di atas, di mana telah disepakati oleh pengubah UUD bahwa ihwal 
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persyaratan dimasukkan dalam bagian materi yang akan diatur dengan 
undang-undang [vide Pasal 6 ayat (2) UUD 1945]. Sehingga, norma Pasal 
169 huruf q UU 7/2017 merupakan materi undang-undang yang 
merupakan pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, 
pilihan pengaturan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak melampaui 
kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan 
penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan 
dengan ketentuan dalam UUD 1945.  

Kedua, jika norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 didalilkan para 
Pemohon bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan 
yang intolerable sebab diskriminatif terhadap warga negara Indonesia 
yang berusia kurang dari 40 (empat puluh) tahun maka dengan 
menggunakan logika yang sama, dalam batas penalaran yang wajar, 
menurunkannya menjadi 35 (tiga puluh lima) tahun tentu dapat juga 
dinilai merupakan bentuk pelanggaran moral, ketidakadilan, dan 
diskriminasi bagi yang berusia di bawah 35 (tiga puluh lima) tahun atau 
batasan-batasan usia tertentu di bawah 35 (tiga puluh lima) tahun, 
terutama bagi warga negara yang sudah memiliki hak untuk memilih, yaitu 
warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap 
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah 
pernah kawin [vide Pasal 198 ayat (1) UU 7/2017]. Oleh karena itu, dalam 
hal ini, Mahkamah tidak dapat menentukan batas usia minimal bagi calon 
Presiden dan calon Wakil Presiden karena dimungkinkan adanya 
dinamika di kemudian hari. Selain itu, jika Mahkamah menentukannya 
maka fleksibilitasnya menjadi hilang dan dapat memicu munculnya 
berbagai permohonan terkait dengan persyaratan batas minimal usia 
jabatan publik lainnya ke Mahkamah Konstitusi.  

Ketiga, norma pengaturan persyaratan batas minimal usia calon 
Presiden dan calon Wakil Presiden dalam perkembangannya sebagaimana 
telah diuraikan dalam Sub-Paragraf [3.18.1] di atas berbeda-beda 
pengaturannya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari waktu 
ke waktu terutama sejak dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat. 
Sebelum perubahan UUD 1945 atau pada waktu dipilih MPR, syarat usia 
calon Presiden dan calon Wakil Presiden ditentukan harus telah berusia 40 
(empat puluh tahun), sedangkan setelah perubahan UUD 1945 untuk 
pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, tahun 2009, 
dan tahun 2014 ditentukan sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) 
tahun. Sementara itu, pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 
pada tahun 2019, syarat usia bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden 
ditentukan menjadi paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Namun 
demikian, terlepas dari perbedaan batas usia minimal calon Presiden dan 
calon Wakil Presiden dalam beberapa pemilihan umum Presiden dan 
Wakil Presiden, pilihan kebijakan lembaga yang berwenang menentukan 
batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak pernah 
menimbulkan problematika kelembagaan kepresidenan. Artinya, 
pemilihan umum calon Presiden dan calon Wakil Presiden tetap dapat 
dilaksanakan, tidak terjadi kebuntuan hukum, dan menghambat 



 

4 

 

pelaksanaan kinerja lembaga kepresidenan hingga menimbulkan kerugian 
konstitusional warga negara.  

Keempat, tidak ada ketentuan mengenai persyaratan usia yang 
dapat dipersamakan atau disetarakan dengan persyaratan usia calon 
Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam norma Pasal 
169 huruf q UU 7/2017. Dalam hal ini, misalnya tidak dapat dipersamakan 
dengan persyaratan batas minimal usia pimpinan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) karena perubahan norma batas minimal usia calon 
pimpinan KPK telah ternyata menimbulkan persoalan ketidakadilan dan 
bersifat diskriminatif terhadap seseorang yang pernah atau sedang 
menjabat sebagai pimpinan KPK, sehingga Mahkamah dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 memberi alternatif 
persyaratan lain, yakni “atau berpengalaman” dengan mempertimbangkan 
bahwa subyek dan jabatan yang akan diikuti dalam proses seleksi nantinya 
berada dalam jabatan yang sama. Oleh karenanya dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, Mahkamah memutuskan 
secara alternatif tanpa mengubah ketentuan syarat usia yang merupakan 
kebijakan terbuka pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, norma Pasal 
169 huruf q UU 7/2017 juga tidak dapat dikatakan sebagai norma yang 
bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian 
diskriminasi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia karena norma yang bersifat diskriminatif 
adalah apabila norma tersebut membuat perlakuan berbeda yang semata-
mata didasarkan atas ras, etnik, agama, status ekonomi maupun status 
sosial lainnya, sehingga pengaturan yang berbeda semata-mata tidaklah 
serta-merta dapat dikatakan diskriminatif.  

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan perkembangan pengaturan 
persyaratan batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden, 
original intent terhadap Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 serta putusan-putusan 
Mahkamah terkait dengan batas usia bagi jabatan publik, persyaratan 
batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan 
pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang terbuka kemungkinan 
untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan usia calon Presiden 
dan calon Wakil Presiden. Bagi Mahkamah yang penting penentuan batas 
minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak boleh 
menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara yang dalam 
penalaran wajar potensial diusulkan oleh partai politik atau gabungan 
partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon Presiden atau calon 
Wakil Presiden. Sehubungan dengan hal tersebut, keinginan DPR dan 
Presiden sebagaimana tersurat dalam keterangannya mengharapkan agar 
tolok ukur batasan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden 
disesuaikan dengan dinamika perkembangan usia produktif, menurut 
Mahkamah hal demikian menjadi ranah kewenangan DPR dan Presiden 
untuk membahas dan memutuskannya dalam pembentukan undang-
undang. Terlebih lagi, Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 menyatakan syarat-syarat 
untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang-
undang, dalam hal ini batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden 
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termasuk syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan hal 
tersebut, menurut Mahkamah batas minimal usia calon Presiden dan calon 
Wakil Presiden yang disesuaikan dengan dinamika kehidupan berbangsa 
dan bernegara, sepenuhnya merupakan ranah pembentuk undang-undang 
untuk menentukannya. Oleh karena itu, dalil permohonan a quo adalah 
tidak beralasan menurut hukum. 

Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena 
substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon dalam perkara a quo pada 
hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang kemudian 
dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, antara 
lain terkait batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden, maka 
pertimbangan hukum dalam kedua putusan tersebut mutatis mutandis berlaku 
dalam pertimbangan hukum permohonan a quo.  

Berdasarkan pada kutipan kedua putusan tersebut, Mahkamah pada 
pokoknya berpendapat bahwa pembatasan usia minimal calon Presiden dan 
calon Wakil Presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) 
yang menjadi kewenangan sepenuhnya Pembentuk Undang-Undang, yaitu Dewan 
Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden. Mahkamah dalam perkara a quo 
tidak menemukan alasan pembenar atau argumentasi pembenar untuk 
menyatakan norma yang bersifat kebijakan hukum terbuka dimaksud sebagai 
norma yang inkonstitusional atau setidaknya inkonstitusional bersyarat.  

Perubahan atas norma yang bersifat kebijakan hukum terbuka tersebut, in 
casu syarat usia tidak diatur dalam UUD 1945 karena diserahkan pengaturannya 
lebih lanjut dalam undang-undang [vide Pasal 6 ayat (2) UUD 1945]. Artinya, 
Pembentuk Undang-Undang sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang 
memiliki kewenangan untuk menentukannya. Terlebih, dalam persidangan atas 
perkara a quo, baik DPR maupun Presiden telah menegaskan dalam keterangan 
secara tertulis maupun keterangan secara lisan bahwa keduanya “menyerahkan 
sepenuhnya kepada kebijaksanaan” Mahkamah untuk mempertimbangkan dan 
menilai konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 [vide Keterangan DPR, 
hlm. 30; Keterangan Presiden, hlm. 5; dan Risalah Sidang tanggal 1 Agustus 2023]. 
Dengan demikian, menurut Mahkamah menunjukkan bahwa Pembentuk Undang-
Undang tidak resisten atau tidak menolak adanya keinginan untuk melakukan 
perubahan batas usia minimal dimaksud, in casu sebagaimana keinginan para 
Pemohon.  

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil 
para Pemohon berkenaan dengan batas minimal usia calon Presiden dan calon 
Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 
28I ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.  

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonannya, para 
Pemohon seolah-olah tidak mempermasalahkan pembatasan usia minimal untuk 
dapat diajukan sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden. Sebab, para Pemohon 
tidak menyatakan inkonstitusionalitas batas usia paling rendah 40 (empat puluh) 
tahun, melainkan meminta agar terhadap batas usia dimaksud Mahkamah 
memberikan syarat alternatif. Sehingga, menurut para Pemohon, syarat usia 
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untuk maju sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden adalah tetap 
sebagaimana konstruksi awal UU 7/2017 a quo, yaitu jika yang bersangkutan 
telah mencapai usia 40 (empat puluh) tahun, namun ditambahkan makna baru 
berupa alternatif, yaitu apabila seseorang adalah penyelenggara negara maka 
yang bersangkutan dapat dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden 
meskipun usianya belum mencapai 40 (empat puluh) tahun.  

Permohonan demikian, menurut Mahkamah sebenarnya mengusung 
penalaran yang saling bertolak belakang (kontradiktif). Syarat pembatasan usia 
yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 seolah-olah tidak berkaitan 
langsung dengan syarat yang ingin ditambahkan para Pemohon, yaitu syarat 
berstatus sebagai penyelenggara negara. Padahal di dalam status “penyelenggara 
negara” sejatinya terkandung pula bahkan tidak dapat dilepaskan dari unsur 
syarat usia. Hal ini tidak lain karena penyelenggara negara pada dasarnya 
merujuk pada individu tertentu yang memegang jabatan, yang melekat padanya 
syarat usia untuk jabatan-jabatan yang dipegangnya. Artinya, pemahaman atas 
syarat alternatif yang diajukan para Pemohon menurut Mahkamah secara 
substansial sama maksudnya dengan meminta ditiadakannya syarat usia minimal 
40 (empat puluh) tahun, apabila yang bersangkutan adalah penyelenggara 
negara.  

Tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas 
Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (UU 28/1999), Penyelenggara Negara yang 
dimaksud diatur dalam UU 28/1999 adalah Pejabat Negara yang menjalankan 
fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas 
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku” [vide Pasal 1 angka 1 UU 
28/1999]. Sementara itu, dalam Pasal 2 UU a quo ditentukan cakupan 
penyelenggara negara dimaksud meliputi:  

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;  
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;  
3. Menteri;  
4. Gubernur;  
5. Hakim;  
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; dan  
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan 

penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.”  

Sekalipun para Pemohon dalam mendalilkan frasa “penyelenggara negara” 
tidak merujuk pada UU 28/1999, namun frasa dimaksud secara tegas diatur 
dalam UU 28/1999. Sedangkan, Pejabat Negara yang lain yang dimaksudkan 
dalam UU 28/1999 adalah misalnya Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang 
berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil 
Gubernur, dan Bupati/Walikotamadya [vide Penjelasan Pasal 2 angka 6 UU 
28/1999].  

Sementara itu, yang dimaksud dengan "pejabat lain yang memiliki fungsi 
stategis" dalam Pasal 2 angka 7 UU 28/1999 adalah pejabat yang tugas dan 
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wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap 
praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi: 1. Direksi, Komisaris, dan 
pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik 
Daerah; 2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional; 3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; 4. Pejabat Eselon I dan pejabat 
lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia; 5. Jaksa; 6. Penyidik; 7. Panitera Pengadilan; dan 8. Pemimpin dan 
bendaharawan proyek [vide Penjelasan Pasal 2 angka 7 UU 28/1999]. Dengan 
demikian cakupan pengertian penyelenggara negara dalam UU 28/1999 sangat 
luas.  

Para Pemohon sama sekali tidak menguraikan pada batasan mana 
penyelenggara negara dimaksud dikatakan berpengalaman yang setara dengan 
jabatan Presiden/Wakil Presiden. Andaipun yang dimaksud para Pemohon, 
penyelenggara negara tersebut adalah pejabat negara, quod non, Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) telah 
menentukan cakupan “Pejabat Negara” yang dimaksud yaitu:  

a. Presiden dan Wakil Presiden;  
b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;  
c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;  
d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;  
e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah 

Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan 
peradilan kecuali hakim ad hoc;  

f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;  
g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;  
h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;  
i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; 
j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;  
k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang 

berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; 
l. Gubernur dan wakil gubernur;  
m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan  
n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang [vide 

Pasal 122 UU 5/2014].  
Dalam permohonannya para Pemohon memohon agar syarat diajukan 

sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang diatur Pasal 169 huruf q 
UU 7/2017 yaitu “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;” dimaknai 
“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman 
sebagai Penyelenggara Negara”. Artinya, para Pemohon memohonkan agar Pasal 
169 huruf q UU 7/2017 dapat ditafsirkan berusia paling rendah 40 (empat puluh) 
tahun atau berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun selama yang bersangkutan 
memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.  

Dalam kaitan ini, sejauh mana batasan yang dimaksud dengan “usia di 
bawah 40 (empat puluh) tahun” pun, sebagaimana konstruksi permohonan para 
Pemohon, tidak diuraikan lebih mendalam oleh para Pemohon. Artinya, jika 
logika para Pemohon diikuti maka batas usia minimal untuk dicalonkan sebagai 
calon Presiden dan calon Wakil Presiden, bagi bakal calon Presiden dan bakal 
calon Wakil Presiden yang berstatus penyelenggara negara akan beraneka ragam 
tergantung jabatan yang sedang/pernah diemban. Hal demikian karena kategori 
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penyelenggara negara meliputi aneka jenis jabatan yang masing-masingnya 
mempunyai batasan usia minimal yang berbeda.  

Menurut Mahkamah pada akhirnya pola pembatasan usia yang tidak 
seragam demikian, karena disandarkan pada pengaturan usia yang melekat pada 
ketentuan mengenai masing-masing kategori jabatan penyelenggara negara, 
akan menghilangkan substansi pembatasan usia sebagai “pembatasan yang 
didasarkan pada ukuran usia tertentu”. Oleh karena itu, keinginan para Pemohon 
untuk adanya pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 
akan menyebabkan contradictio in terminis sebagaimana telah diuraikan di atas 
karena akan melarang sekaligus membolehkan seseorang yang berusia di bawah 
40 (empat puluh) tahun untuk dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon 
Wakil Presiden. Artinya, seseorang yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun 
tidak boleh diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, sekaligus 
seseorang yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun boleh diajukan sebagai 
calon presiden atau calon wakil presiden sepanjang yang bersangkutan adalah 
penyelenggara negara atau pernah menjabat sebagai penyelenggara negara.  

Sifat kontradiktif demikian niscaya memunculkan kebingungan dan 
keraguan bagi adressaat yang dituju pasal a quo, yang pada akhirnya 
menghadirkan tidak lain suatu kondisi ketidakpastian hukum yang bertentangan 
dengan UUD 1945. Terlebih lagi, secara faktual terdapat berbagai jenis jabatan 
penyelenggara negara dimaksud. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 telah 
mempertimbangkan antara lain sebagai berikut.  

Bahwa dengan beragamnya jenis/karakteristik penyelenggara negara 
seperti diuraikan di atas, Mahkamah harus membatasi dirinya untuk tidak 
menentukan jabatan penyelenggara negara mana saja yang dapat menjadi 
konversi dari batasan usia minimal untuk menjadi calon presiden atau 
calon wakil presiden. Terlebih lagi konversi dimaksud dapat dipandang 
sebagai upaya untuk mensiasati batasan usia minimal dimaksud yang telah 
sejak lama dinilai sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-
undang. Dengan demikian, upaya konversi yang dimohonkan oleh 
Pemohon harus pula diserahkan kepada pembentuk undang-undang, 
sehingga Mahkamah konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya, 
termasuk Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 29/PUU-XXI/20023 yang 
diucapkan sebelumnya.  
Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat 

petitum para Pemohon yang memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 169 
huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai 
“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman 
sebagai Penyelenggara Negara”, adalah tidak beralasan menurut hukum.  
[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum 
sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, menurut Mahkamah 
ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah ternyata tidak bertentangan 
dengan perlakuan yang adil dan diskriminatif sebagaimana dijamin oleh Pasal 
28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sehingga 
permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk 
seluruhnya;  
[3.18] Menimbang bahwa hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena 
dinilai tidak ada relevansinya. 
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F. AMAR PUTUSAN 

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 

 
G. PENUTUP 

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 
Putusan MK dalam Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang menyatakan 
permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya terhadap 
pengujian materiil UU Pemilu mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak 
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan 
hukum mengikat. 
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